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ASPEK-ASPEK PENEGAKKAN HUKUM
DALAM PENATAAN RUANG*

Koesnadi Hardjasoemantri

Penataan ruang yang baik meru agoek
Euentl ng bagi upaya penegakan hukum ling-
ngan. VU Hukum Lingkungan mengharap-
kan agar sstem pengaturan ruang dapatjuga
mengatur hubungan antara ber kegiatan
Dorcon Ketontibn peca 10 vt (3 UULH o
. Ketentuan ayat te~

lah dijabarkan secara lebih rind d)l dalam W
24/1992 tentang Penataan Ruang. VU tersebut

diadakan meksud untuk mengatur pe-
ngeldlaan aya alam dﬁr‘g_baand@ ra-
gam di daratan, di lautan di udara. Pe-

nﬂelolaan sumber daya alam ini harus dila-

scara terkoordinagdan terpadu dengan
umber daya manusa dan sumber daya buatan
dalam pola pembangunan berkelanjutan.

A. Pengantar

Penjdlasan pasd 10 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, sdanjutnya disngket
UULH, menyaakan balwa wewenang pengaturan sshegamanaterssout ddam
aya (3) batang tubuh UULH meliputi antara lain tatanan ruang yang
merupakan Ssem pengaturan ruang sebagal upaya sadar untuk mengatur
hubungan antara berbagal kegiatan dan fungs mencapal keserasan dan
kesambgengen.

Penataan rueng sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 10 ayat
(3) tersshut di atas disdenggarakan dalam rangka pembangunan berwawvasan
lingkungen. Pesdl 1 butir 13 UULH menyatekan, bahwa pembangunan ba-
wawasan lingkungen addah upaya ssdar dan berencana menggunakan den

mengd dlasumber daya secarabijaksana dalam pembangunan yang berkes-

"Makalah disampaikan padi 'Seminar National Periindungan Ungkungan Hidup dafa Penpehif
Tfurtdlt dan Kriminologis', Jakarta, 16 Oktober 1996.
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468 Hukum dan Pembangunan

nambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

Sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana tancatdlam Pasal 10
ayat (3) UULH tersebut, yaitu pelaksanaan wewepangaturan tata ruang,
telah diundangkan pada tanggal 13 Oktober 1992ardpdndang No. 24
Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, selanjutmgkdisUUPR.

Sal ah satu perimbangan ditetapkannya UUPR doialisllen pengelolaan
sumber daya alam yang beraneka ragam di daratanfath dan di udara,
perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpachgaie sumber daya
manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangamg berkelan-
jutan dengan mengembangkan tata ruang dalam satudketata lingkungan
yang dinamis sesuai dengan pembangunan berwavwagamdan, yang
berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanand\asion

Dengan diberlakukannya UUPR, maka Stadsvormingsastie 1948
(beserta Stadsvormingsverordening 1949) dinyatiledberlaku lagi.

B. Beberapa Ketentuan UUPR

Pasal 4 ayat (1) UUPR menyatakan, bahwa setiag besihak menik-
mati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai rsabggai akibat
penataan ruang.

Penjelasan ayat ini menyatakan, bahwa yang dimalesogan orang
adalah orang seorang, kelompok orang, atau bakiamhBengertian orang ini
adalah sama dengan pengertian orang sebagairmantutardalam pen-jelasan
pasal 5 ayat (1) UULH. Selanjutnya penjelasan iayatenyatakan, bahwa
pemerintah berkewajlban melindungi hak setiap oramigk menik-mati
manfaat ruang.

Pasal 4 ayat (2) UUPR menyatakan, bahwa setiaglaeamak untuk: a.
mengetahui rencana tata ruang; b.  berperardséata penyusunan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian pemanfaatan ruang; c. memperolejggeian yang
layak atas kondisi yang dialaminya

sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangurpsegaai dengan
rencana tata ruang.

Penjelasan pasal 4 ayat (2) UUPR menyatakan, dadksetiap orang
dalam penataan ruang dapat diwujudkan dalam bbatwka setiap orang
dapat mengajukan usul, memberi saran, atau meagdigberatan kepada
pemerintah dalam rangka penataan ruang.

Ini berarti bahwa dalam upaya penegakkan hukunmbgkgitan dengan
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hak setiap orang berperan serta dalam penataanpeiun adanya keterbu-
kaan (transparansi) tentang rencana tata ruamgggelsetiap orang mema-
haminya, terutama dalam kaitannya dengan kemungkinahnya akan ter-
kena pelaksanaan rencana tata ruang tersebuhyBigseg mengetahui ren-
cana tata ruang adalah para "calo" tanah yang omehgm pengetahuannya
itu untuk memanipulasi harga tanah, sehingga kegahinya jatuh ke
tangannya, bukan kepada pemilik tanah.

Peran serta sebagaimana tercantum dalam Pasa @)aharuf b
UUPR, yaitu peran serta dalam penyusunan rendanaidag, pemanfaatan
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang adal#i dengan Pasal 6
UULH beserta penjelasannya.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UULH menyatakan, bpbsaa serta setiap
orang mencakup baik tahap perencanaan maupun gelaganaan dan
tahap penilaian.

Penegakkan hukum di sini berkaitan dengan memb&rttaynasyarakat
dalam turut serta dalam setiap tahap proses pemnatem.

Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UUPR selanjutnya rakagabahwa peng-
gantian yang layak diberikan kepada orang yangikiu selaku pemegang
hak atas tanah, hak pengelolaan sumber daya gtent betan, tambang,
bahan galian, ikan, dan atau ruang, yang dapat ohéikaim bahwa secara
langsung dirugikan sebagai akibat pelaksanaantdregiembangunan sesuai
dengan rencana tata ruang dan oleh perubahamuaite sebagai akibat
penataan ruang. Hal tersebut didasarkan atasukstgmerundang-undangan
ataupun atas hukum adat atau kebiasaan yang berlaku

Penjelasan tersebut menyatakan pula, bahwa yaraksiich dengan
penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau pesggantian itu tidak
mengurangi tingkat kesejahteraan orang yang bkrgang

Dalam Pasal 4 ayat (2) UUPR ini digunakan istifgégnggantian yang
layak", bukan istilah "ganti kerugian", karena kamagan banyak terjadi
bahwa ganti kerugian tidak memadai.

Penggantian yang layak dikaitkan dengan kesejahtaveang yang
bersangkutan, yang senantiasa perlu diperhatikayasisekurang-kurangnya
sama dengan yang telah dialaminya. Dalam huburegayarl penggantian
yang layak ini, menurut hemat saya perlu dipednatiblahwa kesejahteraan
meliputi baik penggantian yang berkaitan dengaik yaing dapat dilihat
(kasat mata) atau material, seperti bangunan,, tdaattumbuhan, maupun
yang tidak kasat mata atau immateriel, yaitu bejagam misalnya sebagai
penatu, penyedia barang sehari-hari (waning) dasgamya. Penegakkan
hukum di sini dikaitkan dengan kemampuan menghpgmggantian yang
berkaitan dengan yang materiel yang didasarkakestetuan Keppres No.
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55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah untuk KegantiUmum dan
kemampuan menghitung penggantian yang berkaitagadeyang imma-
teriel.

Pasal 1 butir 3 UUPR menyatakan, bahwa penataag adalah proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, daengiign pemanfaatan
ruang.

Pasal 7 ayat (1) UUPR menyatakan, bahwa penataag herdasarkan
rungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung darakan budi daya.

Penjelasan ayat (1) menyatakan, bahwa termasuls&aviadung adalah
kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasapan air, sempadan
pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danautywkawasan sekitar
mata air, kawasan suaka dalam taut dan perairanylaj kawasan pantai
berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raydadaan wisata alam,
kawasan cagar budaya dan iimu pengetahuan, dars&awawan bencana
alam.

Penjelasan ayat tersebut selanjutnya menyatakbnab@rmasuk dalam
kawasan budi daya adalah kawasan hutan produksgdem pertanian,
kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan bekizaasan pariwi-
sata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidi&amsan pertahanan
keamanan.

Penyebutan kawasan-kawasan yang termasuk dalamsaralirdung dan
kawasan budi daya tersebut di atas tidak bersifétiatif, akan tetapi dapat
ditambah dengan kawasan-kawasan tain sesuai deegamran perundang-
undangan yang berkaitan dengan kawasan lindunkgesieasan budi daya.

Pasal 7 ayat (2) UUPR menyatakan, bahwa penataag herdasarkan
aspek administratif meliputi ruang wilayah Nasignailayah Propinsi
Daerah Tingkat |, dan wilayah Kabupaten/Kotamadgergh Tingkat II.

Pasal 7 ayat (3) UUPR menyatakan, bahwa penataag herdasarkan
fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi kawasaesaan, kawasan
perkotaan, dan kawasan tertenru.

Penjelasan Pasal 7 ayat (3) ini menyatakan, balwsanan rungsi
kawasan yang berwujud kawasan pedesaan melipyiatgremukiman pede-
saan, tempat kegiatan pertanian, kegiatan pentemt&egiatan pelayanan
sosial, dan kegiatan ekonomi. Susunan fungsi kawgsag berwujud
kawasan perkotaan meliputi tempat pemukiman pekptempat pemusatan
pendistribusian kegiatan bukan pertanian sepegiakan pelayanan jasa
pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan legigonomi. Fungsi
kawasan yang berwujud kawasan tertentu meliputp&mengembangan
kegiatan yang strategis yang ditentukan dengagriersintara lain:
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a. kegiatan di bidang yang bersangkutan seaadlais=ndiri maupun
secara bersama-sama mempunyai pengaruh besaptigdsagembangan
tata ruang di wilayah sekitarnya; b. kegiatdmdfing yang mempunyai
dampak baik terhadap kegiatan di
bidang yang sejenis maupun terhadap kegiataredidodinnya; c.
kegiatan di bidang yang bersangkutan yang merufaianpendorong
bagt peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan dalam kawasan tertentu dapat berupa yaidadgiatan pemba-
ngunan skala besar untuk kegiatan industri bessdiaa dan prasarananya,
kegiatan pariwisata beserta sarana dan prasaradanysbagainya.

Penjelasan Pasal 10 ayat (4) UUPR men y at doklama perencanaan tata
ruang kawasan tertentu, koordinasi penyusunanisgeniijgarakan oleh
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ay#ivPR, yaitu Men-ten
yang bertugas menggkoordinasikan penataan ruang.

Dalam Pasal 7 UUPR dengan demikian terdapat padpilsak adanya
kawasan lindung dan kawasan budi daya dan padialgiimadanya pemba-
gian atas kawasan pedesaan, kawasan perkotakay@esan tertentu.

Penegakkan hukum di sini terutama perlu mempeghati&tentuan ten-
tang kawasan lindung yang acapkali mempunyai p@sigj rawar(vulne-
rable).

Pasal 8 ayat (I) UUPR menyatakan, bahwa penatasmg ruilayah
Nasional, wilayah Propinsi Daerah Tingkat |, dafayah Kabupaten/
Kotamadya Daerah Tingkat Il ditingkatkan secanaatdn dan tidak dapat
dipisah-pisahkan. Keterpaduan ini adalah sesugadeRasal 18 UULH
dengan ketentuannya yang berkaitan dengan ketarpduuizontal antar
sektor dan keterpaduan vertikal antara pusat d@salda

Penegakan hukum di sini amat terkait dengan atspddeian pemerin-
tahan.

Pasal 9 ayat (1) UUPR menyatakan, bahwa penatsanmlayah Propinsi
Daerah Tingkat | dan wilayah Kabupaten/Kotamadyardba Tingkat I,
disamping meliputi ruang daratan, juga mencakupgrigutan dan ruang
udara sampai batas tertentu yang diatur dengatugergperundang-
undangan.

Penjelasan ayat (1) ini menyatakan, bahwa penataag wilayah Pro-
pinsi Daerah Tingkat |, wilayah Kabupaten/KotamaDgerah Tingkat I
yang daratannya berbatasan dengan laut perlu rapneaing lautan dalam
batas tertentu.

Penataan ruang tersebut berkaitan dengan lokasemat kegiatan
masyarakat di daerah seperti tempat pemukimarat&agielayan, dan
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sebagainya.

Penjelasan tersebut selanjutnya menyatakan, babmatapn ruang
wilayah Propinsi Daerah Tingkat |, wilayah Kabupétetamadya Daerah
Tingkat Il berkaitan dengan ruang udara dalam hattentu. Penataan
ruang tersebut bersangkutan dengan wadah kegiatsyanakat di daerah
seperti batas ketinggian bangunan, penggunaantg@mienyebrangan yang
diperlebar untuk pertokoan.

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 9 ayat (jpljesejelasannya
telah dapat diberi ketegasan tentang wewenang iRmédaerah Tingkat |
dan Tingkat Il mengenai ruang lautan dan ruangauglang dalam waktu
yang lalu sering menimbulkan masalah.

Penegakkan hukum di sini berkaitan dengan pelasat@nomi daerah,

Pasal 29 ayat (1) UUPR menyatakan, bahwa Preselemjuk seorang
Menteri yang bertugas mengkoordinasikan penataag.ru

Penjelasan ayat (1) menyatakan, bahwa tugas kasglang dimaksud
meliputi keseluruhan penataan ruang wilayah Ndsiaayah Propinsi
Daerah Tingkat |, dan wilayah Kabupaten/Kotamaderéh Tingkat II.

Pasal 29 ayat (2) menyatakan, bahwa tugas kodrgelasgaimana
dimaksud dalam ayat (1) termasuk pengendalian gieambfungsi ruang
suatu kawasan dan pemanfaatannya yang berskatadbasberdampak
penting.

Penjelasan ayat (2) menyatakan, bahwa perubahgsi fuang suatu
kawasan termasuk di dalamnya perubahan bentuKdesitang alam) dan
pemanfaatannya meliputi perubahan sebagai aktfzatide alam atau
perbuatan manusia.

Perubahan atau konversi ruang suatu kawasan yakglddesar seperti
dari kawasan hutan menjadi kawasan pertambangtamiqee pemukiman,
pariwisata, dan sebagainya; kawasan pertanian adnéajaasan pertam-
bangan, pemukiman, pariwisata, industri, dan selyagakawasan peru-
mahan menjadi kawasan industri, perdagangan, gaiayvidan sebagainya
memerlukan pengkajian dan penilaian atas perubdahgs ruang tersebut
secara lintas sektoral, lintas daerah dan terpdéardinasikan oleh
Menteri.

Perubahan pemanfaatan ruang yang perlu dikooikdinasntara lain
meliputi perubahan ruang lautan menjadi ruangatfatatrena reklamasi di
daerah pasang surut, perubahan bentang alam penbkirena penam-
bangan bahan galian golongan C.

Penjelasan ayat (2) tersebut selanjutnya menyathéhwa perubahan
fungsi yang terjadi setelah ditetapkan Rencana Hiageng Wilayah Kabu-
paten/Kotamadya Daerah Tingkat Il disesuaikan lerdRencana Tata

Desember 1996



o

Penataan Ruang
47
3

Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkatelblui peraturan
daerah yang bersangkutan.

Dengan adanya ketentuan sebagaimana tercantumRizdah?9 UUPR
beserta penjelasannya, perubahan fungsi kawasgaldradimungkinkan,
apabila (1) pemanfaatannya berskala besar damimaklapenting; (2) di-
koordinasikan oleh Menteri yang bertugas mengkoasikan penataan
ruang; dan (3) ditetapkan set el ah berkonsuétagiath DPR.

Pemanfaatan berskala besar dan berdampak pentingrubéemat saya
harus dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 3%3yandang-undang
Dasar 1945, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmakgat dan oleh
karenanya perlu ada konsultasi dengan DPR. Koaiditlakukan oleh
Menteri Negara Ketua Bappenas yang menjadi KetdarnB&oordinasi Tata
Ruang Nasional.

Penegakkan hukum di sini berkaitan dengan pelaksasyarat-syarat
yang harus dipenuhi untuk adanya perubahan fuglggyaimana tercantum
dalam Pasal 29 UUPR tersebut di atas, yang merupakdou-rambu yang
sangat perlu diperhatikan.

C. Penutup

Yang diutarakan di atas adalah aspek penegakkamhulengenai ber-
bagai ketentuan UUPR yang perlu diperhatikan sddarsus. Implikasi
ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal yarsgrigutan perlu
diperhatikan dalam penyusunan peraturan pelaksg@aan

Masukan dari berbagai pihak amat diperlukan datamgke. menindak-
lanjuti diundangkannya UUPR, terutama pengalamairi&rpara pejabat di
lapangan.

Dalam kaitan dengan peraturan pelaksanaan UUPIR giedrhatikan
aspek kriminilnya.

Masukan dari dunia perguruan tinggi diharapkan slafut perkem-
bangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang benkdéagan penataan
ruang.
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